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ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindak pidana dengan
kompleksitas tinggi. Baik sisi korban yang enggan melapor ataupun dari
sisi tempat kejadian perkara yang tertutup dan menyulitkan pencarian alat
bukti. Kompleksitas tersebut di dukung dengan penegakan hukum yang
belum berjalan dengan optimal dalam pemenuhan hak-hak korban.
Merespon hal tersebut penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai
peran Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA) sebagai lembaga yang berwenang dalam penanganan,
perlindungan, dan pemulihan tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu,
penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam
mengenai faktor pendukung dan penghambat berjalannya perlindungan
korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Yogyakarta.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori hukum progresif
dan teori sistem penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode
hukum empiris melalui penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data
pada penelitian ini menggunakan tiga alat, yaitu observasi, dokumentasi,
dan wawancara dengan berbagai pihak terkait dalam penelitian ini.
Selanjutnya, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan korban
kekerasan seksual yang dilakukan UPTD PPA Kota Yogyakarta dilakukan
melalui layanan terpadu yaitu layanan pengaduan masyarakat, layanan
penjangkauan korban, layanan pengelolaan kasus, layanan penampungan
sementara, layanan mediasi, dan layanan pendampingan yang meliputi
pendampingan hukum dan pendampingan psikologis. Perlindungan yang
dilakukan oleh UPTD PPA Kota Yogyakarta dalam menangani kekerasan
seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat.
Faktor pendukung utama meliputi kerjasama multisektoral yang baik
dengan lembaga lain, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten,
dan fasilitas yang mendukung. Sedangkan, faktor penghambatnya berasal
dari alat bukti, kesadaran hukum korban, dan pihak keluarga korban.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual,
Korban



ABSTRACT

Sexual violence crimes are high-complexity crimes, both in terms
of victims who are reluctant to report and in term of the location of the
incident, which is often closed and difficult to search for evidence. This
complexity is supported by law enforcement that has not yet run optimally
in fulfilling the rights of victims. In response to this, this study will discuss
further the role of the Regional Unit for Women’s and Children’s
Protection (UPTD PPA) as an institution authorized to handle, protect,
and recover from sexual violence crimes. In addition, this study also aims
to analyze more in-depth the supporting and inhibiting factors in the
protection of sexual violence victims at the UPTD PPA of Yogyakarta
City.

In this study, the researcher employs progressive law theory and
the theory of law enforcement systems. The data collection techniques
used in this study include three tools: observation, documentation, and
interviews with various relevant parties. Furthermore, the data analysis
utilized in this research is qualitative analysis presented in a descriptive-
analytical manner.

The results of this research indicate that the protection of victims
of sexual violence carried out by the UPTD PPA (Integrated Service
Center for Women and Children) of Yogyakarta City is implemented
through integrated services, which include community complaint services,
victim outreach services, case management services, temporary shelter
services, mediation services, and accompanying services that encompass
legal and psychological support. The protection measures taken by UPTD
PPA of Yogyakarta City in addressing sexual violence are influenced by
various supporting and hindering factors. The main supporting factors
include good multisectoral cooperation with other institutions, the
availability of competent human resources, and supportive facilities. On
the other hand, the hindering factors stem from evidence collection issues,
the legal awareness of the victims, and the victims' families.

Keywords: Legal protection, crime, Sexual violence, Victims
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*“ Ternyata emang benar yang paling sulit dikalahkan itu

adalah diri sendiri, tapi orang yang bisa mengalahkannya juga diri

1tu sendiri”

(Dinda Pohan)

“Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak (pula) membencimu”

(QS. Ad-Dhuha 93:3)

“Bukan aku yang kuat, tapi doa ibuku yang hebat”

(Terasahampa )
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang
mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak,
yang tidak dikehendaki oleh seseorang, sehingga membuatnya
merasa tersinggung, terhina, terintimidasi, malu, marah dan
sebagainya. Peristiwa ini sering sekali terjadi, namun sangat sulit
untuk diungkapkan. Salah satu hal yang menyebabkan kesulitan
tersebut yaitu peristiwa ini sering terjadi di ruang tertutup, dimana
hanya ada korban dan pelaku.

Salah satu faktor penghambat berjalannya penegakan
hukum tindak pidana kekerasan seksual adalah sulitnya meminta
keterangan dari pihak korban. Kondisi korban yang menutup diri
dan tidak menceritakan apapun menyebabkan aparat kepolisian
sulit untuk mengidentifikasi kasus dan memberikan sanksi pidana
kepada pelaku. Secara lebih detail, beberapa dampak yang
ditimbulkan setelah terjadinya kekerasan seksual antara lain,
depresi, sindrom trauma perkosaan (rape trauma syndrome/RTYS),
disosiasi (Pelepasan dari realitas), gangguan makan, Hypoactive
Sexual Desire Disorder (kondisi medis yang menandakan hasrat

seksual rendah),



Dyspareunia (nyeri yang dirasakan selama atau setelah
berhubungan seksual), Vaginismus (otot-otot vagina mengejang
dengan sendirinya).!

Jika dianalisis lebih lanjut, tindak pidana kekerasam
seksual dapat terjadi kepada siapa saja, mulai dari anak baik itu
laki-laki maupun perempuan, remaja, dewasa, hingga lansia.
Luasnya target korban secara otomatis memperluas juga modus
kejahatan yang dapat dilakukan oleh pelaku seperti ketimpangan
kelas sosial, keterbatasan fisik dan mental, hasutan melaui media
sosial dan beberapa modus lainnya. Sebagai sebuah tindak lanjut,
modus kekerasan seksual dapat mengantarkan korban pada bentuk
kejahatan berupa komentar yang berkonotasi seks atau gender,
humor porno, sentuhan dibagian tubuh tertentu, gerakan atau
isyarat yang bersifat seksual dan masih banyak lagi.’

Efek dari kekerasan seksual sendiri tidak hanya menyerang
fisik korban, tetapi juga menyerang psikis (mental) dari si korban.
Adanya efek psikis inilah yang menyebabkan kejadian tersebut
tidak mudah untuk dilupakan dibandingkan dengan efek fisik yang
dialaminya. Sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama agar

korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.

! Indriastuti Yustiningsih, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari
Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Vol. 5, No. 2, (2020)

2 Riyan Alpian, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan seksual di
Perguruan Tinggi”, Vol.7, No.1, (2022)



Menurut Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah
Tardi, alasan korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasus
tersebut ke pihak kepolisian karena korban tidak memahami bahwa
kejadian yang menimpa mereka masuk ke dalam klasifikasi tindak
pidana kekerasan seksual. Setiap korban kekerasan seksual
membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk mengakui bahwa
dirinya adalah korban.?

Jika di analisis dari sisi hukum, pada faktanya sistem
peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya memberikan
pemenuhan hak-hak korban. Dalam KUHAP (Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana) untuk membuktikan suatu perkara
minimal dibutuhkan dua alat bukti yang sah.* Hal ini merugikan
korban kekerasan seksual, karena kasus kekerasan seksual
biasanya terjadi di ruang tertutup. Sehingga korban menjadi satu-
satunya saksi dalam peristiwa tersebut.

Sejatinya korban memiliki peranan yang sangat penting
dalam keberlanjutan penegakan hukum kasus kekerasan seksual.
Dengan adanya pengaduan yang di dapat dari korban, maka kasus
kekerasan seksual dapat berlanjut ke arah penyelidikan serta
penyidikan. Perlu kita ketahui bersama bahwa kesaksian korban

memiliki kedudukan yang tinggi jika dibandingkan dengan bukti-

3 Ayu Mumpuni, Komnas perempuan beberkan alasan korban kekerasan
seksual enggal lapor polisi, https://www.alinea.id/nasional/alasan-korban-kekerasan-
seksual-enggan-lapor-polisi-b2fd49ASS , diakses pada 27 januari 2022
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bukti lain, karena korban merupakan saksi kunci dari suatu kasus
yang sedang dialaminya. Maka dari itu, dapat kita simpulkan
secara bersama-sama bahwa hal yang harus dibenahi adalah
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atas
pemenuhan hak-hak korban dalam berbagai tindak pidana.’
Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan
perlindungan kepada korban kekerasan seksual sebagai bentuk
tanggung jawabnya dalam menjamin hak asasi manusia. Salah satu
wujud tanggung jawab ini adalah penerbitan Undang- Undang
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(UU TPKS). Undang-Undang ini mengatur hak-hak korban
kekerasan seksual, yang meliputi hak atas penanganan,
perlindungan, dan pemulihan. Hal ini secara eksplisit dinyatakan
dalam Pasal 66 ayat (1) UU TPKS, yang menyebutkan bahwa:
“Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan
sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.®
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual, memberikan amanat penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan menjadi tanggung jawab aparat
penegak hukum dari Kepolisian hingga Mahkamah Agung.’

Sementara itu, terkait penanganan, perlindungan, dan pemulihan

3 Hj. Suzanalisa, ”Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan
Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Lex Specialis, No. 14 (2011), hlm. 15

6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual Pasal 67 ayat (1)

7 Ibid pasal 21 ayat (3)



korban, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemeritah
daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membentuk Unit
Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA) sebagai upaya dalam penanganan, perlindunganm
dan pemulihan korban, keluarga korban, dan saksi. Oleh karena
itu, pemenuhan hak- hak korban tersebut, dikoordinasikan melalui
Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA).®

Kota Yogyakarta sebagai satu kota pendidikan dan budaya,
memiliki tantangan tersendiri dalam menangani isu kekerasan
seksual. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinas PPPA)
Kota Yogyakarta mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar
300 kasus kekerasan seksual, meningkat dari 250 kasus pada tahun
2022. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% melibatkan perempuan
sementara 30% melibatkan anak-anak. Menjelang tahun 2024,
laporan awal menunjukkan bahwa dalam enam bulan pertama, ada
sekitar 150 laporan kasus kekerasan seksual. Hal ini menandakan
adanya kecenderungan bahwa kekerasan seksual masih menjadi
masalah serius di masyarakat.’

Data menunjukkan bahwa 64% responden tidak

mengetahui tentang keberadaan UPTD PPA, berbanding terbalik

8 Ibid pasal 76 ayat (2)

° chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/assets/in
stansi/dp3ap2kb/files/laporan-evaluasi-dan-analisis-data-gender-dan-anak-tahun-2023-
13744 pdf



dengan 83,2% yang mengenal Komnas Perempuan. Hal ini
mengindikasikan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai
layanan perlindungan hukum yang tersedia. '° Selain itu, dalam
periode empat tahun terakhir, UPTD PPA Kota Yogyakarta
mencatat jumlah laporan kasus kekerasan seksual. Pada tahun
2020, terdapat dua kasus perkosaan yang dilaporkan, namun pada
tahun 2023, tidak ada kasus perkosaan terdaftar, meskipun ada 21
kasus pelecehan seksual dan delapan kasus pencabulan. Ini
menunjukkan bahwa meskipun kasus terjadi, pelaporannya sangat
bervariasi dan tampaknya ada ketidakstabilan dalam proses
pelaporan yang dapat mencerminkan isu kepercayaan masyarakat
terhadap sistem.

Situasi di atas menegaskan bahwa isu kekerasan seksual di
Kota Yogyakarta perlu perhatian yang serius. Dengan
mempertimbangkan data dan masalah yang ada, peneliti ingin
mengeksplorasi  dua aspek utama. Pertama, efektivitas
implementasi UU TPKS oleh UPTD PPA Kota Yogykarta dalam
memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan sekual
dan kedua tantangan serta kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA
dalam pelaksanaan tugasnya. Pemahaman yang mendalam
mengenai kedua aspek ini diharapkan dapat memberikan wawasan

yang lebih jelas mengenai peran dan fungsi UPTD PPA dalam

10 Nurlaila Hafidzhoh, dkk. “Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD PPA)”, Policy Paper Peraturan Presiden, International NGO Forum
For Indonesian Development (INFID), (2022)



melindungi hak-hak korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta
serta membantu merumusan langkah-langkah perbaikan yang

relevan ke depannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas implementasi Undang-Undang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) oleh UPTD PPA Kota
Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum bagi
korban kekerasan seksual?

2. Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi UPTD PPA
Kota Yogyakarta dalam penanganan dan implementasi
Undang-Undang Tinak Pidana Kekerasan Seksual (UU
TPKS)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah,

maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas implementasi
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU
TPKS) oleh UPTD PPA Kota Yogyakarta dalam
memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan

seksual



b.

Untuk mengetahui Apa saja tantangan dan kendala yang
dihadapi UPTD PPA Kota Yogyakarta dalam penanganan
dan implementasi Undang-Undang Tinak Pidana

Kekerasan Seksual (UU TPKS)

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat

memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di

bidang hukum pidana terkait dengan perlindungan hukum

yang diberikan UPTD PPA Kota Yogyakarta dalam

melindungi korban kekerasan seksual

3. Kegunaan Praktis

1)

2)

3)

Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang
berkaitan dalam perlindungan hukum korban tindak pidana
kekerasan seksual, khususnya untuk studi kasus UPTD PPA
Kota Yogyakarta (Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak)

Memberikan sumbangsih /iteratur dan bahan diskusi terkait
dengan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual
yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang berfokus untuk
melindungi anak dan perempuan

Dapat memperluas kemampuan penalaran dan memupuk
pola pikir kritis peneliti dalam mengaplikasikan

pengetahuan yang telah diperoleh.



D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian yang
membahas subjek yang sama dengan memahami topic
pembahasan, mengindentifikasi celah  pengetahuan, dan
membangun dasar konsep teoritis bagi penelitian yang akan
dilakukan. Setelah peneliti melakukan penelusuruan dalam
berbagai literature terkait tema “Perlindungan Terhadap Korban
Tindak Pidana Kekerasan Seksual” peneliti menemukan beberapa
karya tulis yang memiliki tema serupa, namun secara spesifik
memiliki beberapa perbedaan.

Karya pertama adalah Jurnal yang ditulis oleh Nurlaila,
dkk dengan Judul “Pembentukan Unit Pelaksana Teknis daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)”. Penelitian ini
bertujuan untuk Memberikan masukan dan penguatan kepada
CSO, Kemen PPPA dan Pemerintah Daerah dalam menjawab
urgensi Perpres UPTD PPA.!! Dari penelitian yang dilakukan,
ditemukan jawaban bahwa Korban kekerasan seksual memiliki hak
atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang harus
dipenuhi negara melalui Pelayanan Terpadu. Namun, komitmen
pemerintah daerah dalam membentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pusat Pelayanan Terpadu (UPTD PPA) masih lemabh.

Permasalahan utamanya disebabkan, belum semua daerah

1 Nurlaila, dkk “Pembentukan Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD PPA)”, Policy paper peraturan presiden, (2022)
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memiliki UPTD PPA, kurangnya sumber daya manusia yang
kompeten, minimnya anggaran khusus untuk UPTD PPA. Oleh
karena itu, Perpres pembentukan UPTD PPA perlu segera
diterbitkan untuk menjamin hak-hak korban. Perbedaan penelitian
ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis terletak pada tujuan
dan ruang lingkupnya.Skripsi yang ditulis Nurlaila, dkk
menjelaskan lingkup UPTD PPA secara nasional dan tujuannya
untuk memberikan masukan ke pemerintah pusat. Sedangkan
penelitian yang akan peneliti tulis ruang lingkupnya hanya UPTD
PPA Kota Yogyakarta dan tujuannya untuk mengetahui bentuk
perlindungan serta faktor yang mempengaruhi UPTD PPA Kota
Yogyakarta dalam melakukan perlindungan terhadap korban
kekerasan seksual..

Karya kedua adalah Jurnal yang ditulis oleh Desi Puspita
dkk dengan Judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan
Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022
Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum bagi
korban pelecehan seksual menurut UU TPKS.!? Setelah dilakukan
penelitian, ditemukan UU TPKS mengatur tentang penecegahan
kekerasan seksual dengan menjaga, mengelola, serta memulihkan

hak-hak korban, dan adanya koordinasi antar pemerintah daerah

12 Desi Puspita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut

Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”,
Jurnal Analisis Hukum, Vol.7, No. 1, (2023)
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dan pusat. Perbedaan penelitian terletak pada jenis penelitian yang
digunakan. Jurnal yang tulis oleh Desi Puspita dkk penelitiannya
menggunakan Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan. Sedangkan, dalam penelitian yang diteliti
oleh penulis memakai jenis penelitian empiris yang membutuhkan
studi lapangan untuk dapat menemukan data akurat terhadap
perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di UPTD PPA
Kota Yogyakarta.

Karya ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Franciscus,dkk
dengan Judul “Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan
Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila”.!* Penelitian ini bertujuan
untuk memberikan pengetahuan akan kesadaran masyarakat untuk
mengimplementasikan nilai pancasila dan kehidupan sehari-hari
khususnya untuk menjaga diri agar tidak terjadinya kekerasan
seksual di lingkungan universitas. Setelah dilakukan penelitian,
ditemukan bahwa kekerasan seksual umum terjadi di universitas,
disebabkan oleh kekuasaan dan struktur sosial. Korban biasanya
memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan pelaku.
Adanya budaya “victim blaming” membuat korban takut untuk
melaporkan = kekerasan seksual yang dialaminya. Bentuk
perlindungan pada pada perguruan tinggi telah diatur dalam

Permendikbud Ristek Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

13 Franciscus,dkk, “Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi
Ditinjau Dari Nilai Pancasila”, Jurnal Lemhannas RI, Vol. 11, No.1, (2023)
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Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun
2001 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di
Perguruan Tinggi. Perbedaan penelitian terletak pada variabelnya.
Jurnal yang ditulis Fransciscus,dkk membahas perlindungan
kekerasan seksual di perguruan tinggi berdasarkan implementasi
nilai pancasila. Sedangkan peneliti ingin melihat bagaimana bentuk
perlindungan hukum yang diberikan UPTD PPA Kota Yogyakarta
terhadap korban kekerasan seksual.

Karya keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Sri Ambar
Rinah dengan Judul “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam
Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak”.'* Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui Peran UPTD PPA Kota
Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual
Terhadap Anak. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan
jawaban  bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Tanjungpinang
sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menangani kasus
pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini terlihat dari empat
indikator yang digunakan penulis orang yang mengambil nagian
dalam interkasi, perilaku yang muncul dalam interaksi, kedudukan

dan perilaku orang dalam peran, dan kaitan orang dan perilaku.

14 Sri Ambar Rinah, “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual
Terhadap Anak”, Jurnal Dialektika Publik, Vol. 4, No.2, (2020)
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Namun, UPTD PPA masih menghadapi kendala, terutama karena
tidak memiliki bidang khusus untuk menangani korban secara
langsung. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitain.
Jurnal yang ditulis Sri Ambar Rinah membahas peran UPTD PPA
Kota Tanjungpinang dalam kasus pelecehan anak. Sedangkan
peneliti ingin melihat bagaimana peran UPTD PPA Kota
Yogyakarta dalam melindungi korban kekerasan seksual.

Karya kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Dewi
Wulansari dengan Judul “Urgensi Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempua Dan Anak (UPTD PPA)
Sebagai Wujud Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual
Terhadap Anak Di Indonesia”.!’ Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui  perbedaan Penyelenggaraan perlindungan dan
pemenuhan hak terhadap anak korban kekerasan seksual sebelum
dan sesudah terbentuknya UU TPKS pada UPTD PPA. Dari
penelitian yang dilakukan, ditemukan jawaban bahwa
Perlindungan dan pemenuhan hak anak korban kekerasan, keluarga
korban, dan/atau saksi oleh UPTD PPA mengalami peningkatan
signifikan setelah adanya UU TPKS, yaitu adanya peningkatan
layanan, perlindungan korban, dan rehabilitasi korban. Namu,

untuk mendukung peran ini, diperlukan peningkatan kompetensi

15 Dewi Wulansari, “Urgensi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempua Dan Anak (UPTD PPA) Sebagai Wujud Pencegahan Dan
Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia”, Jurnal mitra
pembangunan hukum, Vol. 3, No.5, (2024)
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pegawai, sumber daya manusia, fasilitas, serta anggaran.
Perbedaan penelitian terletak pada fokus kajiannya serta metode
penelitian. Jurnal yang ditulis Dewi Wulansari membahas tentang
perubahan tugas dan fungsi UPTD PPA sebelum dan sesudah
adanya UU TPKS dan penelitian menggunakan metode yuridis
normatif . Sedangkan peneliti berfokus pada berntuk perlindungan
yang diberikan UPTD PPA Kota Yogyakarta kepada korban
kekerasan seksual dan penelitian menggunakan metode empiris

yaitu dengan melihat langsung fenomena secara langsung.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif adalah pendekatan hukum yang
mendorong perubahan sosial dan keadilan. Teori ini
menekankan pada perlindungan hak-hak individu, kesetaraan,
dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Teori ini
dikembangkan  oleh  Satjipto  Rahardjo, menawarkan
pendekatan inovatif dalam pemahaman dan penerapan hukum,
di mana hukum tidak saja dilihat sebagai sekumpulan norma
atau aturan yang kaku, tetapi sebagai alat yang harus berfungsi
dalam mencapai keadilan sosial dan memenuhi nilai-nilai
kemanusian.

Teori ini akan melihat sejauh mana UU TPKS

diimplementasikan dengan prinsip keadilan sosial yang
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menekankan perlindungan dan pemenuhan hak korban
kekerasan seksual, mengidentifikasi apakah kebijakan yang
diterapkan telah menghasilkan dampak positif yang siginifikan
dalam menunjang kesejahteraan dan keadialan bagi korban.
selanjutnya teori ini juga akan mengidentifikasi berbagai
tantangan yang tidak hanya bersifat struktur, seperti
keterbatasan sumber daya dan pelatihan staf tetapi juga
tantangan sosial seperti stigma masyarakat yang menghambat
korban mendapatkan perlindungan.

Teori ini juga mendorong UPTD PPA Kota Yogykarta
untuk berinovasi dalam praktik penegakan hukum dan
menawarkan solusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Melalui pendekatan ini diharapkan implementasi
UU TPKS di Yogyakarta menjadi lebih efektif dan keseluruhan
sistem penegakan hukum yang ada dapat menciptakan
perlindungan yang nyata serta kepuasan bagi korban kekerasan
seksual.

Teori Sistem Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan dan
menjalankan norma-norma hukum secara nyata sebagai acuan

dalam interaksi hukum di tengah kehidupan bermasyarakat
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dan bernegara.'® Teori sistem penegakan hukum yang
ditemukan oleh Lawrence M. Friedman memandang bahwa
keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh sinergi tiga
elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum
(legal structure), substansi hukum (legal substance), dan
budaya hukum (legal culture)."”
a. Struktur Hukum (Legal Structure)
Struktur hukum mengacu pada institusi atau lembaga
yang bertugas menegakkan serta menerapkan hukum,
seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam
penelitian ini, pembahasannya tidak hanya berfokus
pada legalitas institusi penegak hukum, seperti Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kota Yogyakarta,
tetapi juga menyoroti bagaimana peran lembaga
tersebut dalam melaksanakan tugasnya, terutama
dalam melindungi korban kekerasan seksual. Kajian
terhadap struktur hukum  mencakup  beberapa

aspek utama, yaitu legitimasi institusi,

16 Munawir Yusuf dan Pemenang A. Siregar, "Perkembangan Teori
Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat," Sultra
Research of Law, Vol. 5:2 (2023), hlm. 59.

17 Suharto Yudi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Batas Kecepatan
Berkendara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan,” Diss, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, (2019), him. 6.
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profesionalisme aparat penegak hukum, serta sumber
daya dan kerja sama antar lembaga terkait.

b. Substansi Hukum (Legal Substance)
Substansi hukum merujuk pada peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar dalam proses
penegakan hukum. Dalam hal ini, Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual menjadi pijakan utama bagi aparat
dalam melindungi korban kekerasan seksual.

c. Budaya Hukum (Legal Culture)
Budaya hukum dalam penelitian ini mencerminkan
sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
Tanpa keterlibatan masyarakat, pelaksanaan operasi
undercover akan menghadapi hambatan. Dalam
konteks kekerasan seksual, banyak masyarakat yang
masih menyalahkan korban sehingga banyak dari
korban kekerasan seksual tidak melaporkan ke pihak
yang berwajib. Peran masyarakat dalam memberikan
informasi dan menjalin kerja sama dengan aparat
menjadi faktor yang mendukung keberhasilan untuk
melindungi korban kekerasan seksual.

Ketiga elemen ini perlu berjalan secara seimbang agar

pelayanan atau pemberian perlindungan hukum pada korban

tindak pidana kekerasan seksual dapat diselenggarakan
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dengan cara yang optimal dan dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat. Dalam penelitian ini, teori sistem penegakan
hukum digunakan untuk mengidentifikasi kendala teknis,
perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, serta
keterlibatan masyarakat dalam mendukung melindungi
kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit Pelaksana

Teknis Daerah (UPTD) Kota Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian
hukum yuridis empiris. Penilitian yuridus empiris ini
merupakan jenis penelitian yang langsung terjun ke lapangan
untuk melihat fenoma hukum yang ada di dalam masyarakat
apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku..!® Dalam
penelitian ini peneliti ingin mendapatkan gambaran lebih
mendalam mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan
seksual di dalam lingkungan masyarakat melalui UPTD PPA
Kota Yogyakarta.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh Peneliti bersifat deskriptif
analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang

dilakukan untuk memperoleh atau mendapatkan data yang

18 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 73
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seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala
lainnya. Penelitian seperti ini, biasanya mempertegas hipotesis-
hipotesis penelitian, agar dapat memperkuat teori-teori lama
atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.'” Sedangkan
yang dimaksud dengan penelitian analitis adalah penelitian
yang sifatnya memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa
melalui data untuk diketahui kebenarannya dan kesesuaiannya
terhadap teori atau regulasi yang ada. Dalam penelitian ini,
peneliti akan menggambarkan sejauh mana peran UPTD PPA
Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan terhadap
korban tindak pidana kekerasan seksual.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah
pendekatan sosiologis hukum. pendekatan ini menganalisis
tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika

norma tersebut berada di dalam masyarakat. 2°

Juga
menggunakan pendekatan melalui undang-undang dan regulasi
yang bersangkutan dengan hukum yang sedang diamati.
Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui apakah
undang-undang mengenai perlindungan korban kekerasan
seksual dijalankan dengan baik atau tidak oleh UPTD PPA

Kota Yogyakarta.

19 Ibid
20 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis
dan Disertasi, (Jakarta: Rajawali), 2014
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4. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer didapatkan secara langsung melalui
metode wawancara dengan petugas yang berada di UPTD
PPA Kota Yogyakarta sebagai pihak yang menjalankan
secara langsung membantu dalam perlindungan terhadap
korban kekerasan seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang akan peneliti gunakan
diperoleh melalui bahan dokumen, seperti Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual, Peraturan Menteri PPPA No.4 Tahun 2018
tentang Pembentukan UPTD PPA, jurnal, artikel, dan bahan
lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yang akan peneliti gunakan terdiri
dari ensiklopedi seperti kamus besar bahasa indonesia atau
sumber lain yang dapat diakses melalui internet sebagai
bahan non hukum yang cukup membantu proses analisis
peneliti terhadap pembahasan.

5. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua alat

pengumpulan data, yakni:
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a. Pengamatan (Observasi)
Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara pengamatan suatu objek penelitian.
Observasi sesungguhnya tidak terbatas pada observasi
secara langsung, namun juga dapat dilakukan secara tidak
langsung.

b. Wawancara (Interview)
Metode wawancara merupakan salah satu teknik yang
sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data
dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara dapat
dilakukan secara lisan atau tertulis, dan dapat dilakukan
oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut
interviewer.

c. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari serta
mengumpulkan semua dokumen yang berhubungan dengan
perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di UPTD
PPA Kota Yogyakarta, seperti jumlah korban kekerasan
seksual di Kota Yogyakarta, serta fasilitas yang diberikan
oleh UPTD PPA Kota Yogyakarta kepada korban
kekerasan seksual.

6. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan sebuah

penelitian guna mendapatkan dan mempelajari data yang
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dibutuhkan. Pada penelitian ini, yang akan menjadi lokasi
penelitian adalah Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Yogyakarta.
7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah metode
analisis kualitatif. Metode ini lebih menekankan hasil analisis
pada penyimpulan deduktif dan induktif disertai analisis
terhadap hubungan antar fenomena yang diamati menggunakan

logika ilmiah.?!
G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan terhadap korban
tindak pidana kekerasan seksual studi kasus UPTD PPA Kota
Yogyakarta”, sistematika kepenulisan yang akan digunakan terbagi
menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua yakni membahas mengenai tinjauan umum
tentang Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana
kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Yogyakarata. Dalam bab ini
akan terbagi dalam 3 (tiga) sub bab, sub bab pertama menjelaskan

21 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), him. 5
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tentang perlindungan hukum korban kejahatan, sub bab kedua
menjelaskan tentang tinjauan umum tentang korban, dan sub bab
ketiga menjelaskan tentang tindak pidana kekerasan seksual

Bab ketiga membahas mengenai gambaran umum
pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual
oleh UPTD PPA Kota Yogyakarta.

Bab keempat berisi tetang hasil penelitian dan pembahasan.
Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, sub bab pertama
yakni Bagaimana peran UPTD PPA Kota Yogyakarta dalam
melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual, dan sub bab
kedua yakni Hal-hal apa saja yang mengindikasikan bahwa
perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual di UPTD PPA
Kota Yogyakarta telah berhasil dilaksanakan

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan

saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa yang didukung dengan pemaparan hasil

penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan

bahwa:

1.

UPTD PPA Kota Yogyakarta sejalan dengan tujuan UU
TPKS untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi
korban kekerasan seksual yaitu melalui layanan terpadu
mencakup layanan pengaduan masyarakat, layanan
penjangkauan korban, layanan pengelolaan kasus, layanan
penampungan sementara, layanan mediasi, dan layanan
pendampingan. Layanan ini dapat diakses secara gratis oleh
semua masyarakat yang ber-KTP Yogyakarta, berdomisili di
Kota Yogyakarta, dan lokus kejadian di Kota Yogyakarta.

Hambatan dalam perlindungan hukum bagi korban tindak
pidana kekerasan seksual di Kota Yogyakarta dapat dianalisis
melalui teori sistem penegakan hukum. Struktur hukum yang
lemah dan kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum
menghambat efektivitas perlindungan. Selain itu, meskipun
ada UU Nomor 12 Tahun 2022, pemahaman yang rendah
tentang substansi hukum ini di kalangan aparatur dan
masyarakat mengakibatkan penegakan hak-hak korban
menjadi tidak optimal. Budaya hukum yang masih rendah dan

stigma terhadap korban juga memperburuk situasi, membuat
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mereka enggan melaporkan kasus kekerasan. Oleh karena itu,
perbaikan dalam struktur, substansi, dan budaya hukum
sangat diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum

bagi korban.
B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti
memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas perlindungan
korban kekerasan seksual, UPTD PPA Yogyakarta perlu
dipertimbangkan penambahan jumlah konselor, mengingat beban
kerja yang kemungkinan akan meningkat seirinn dengan
bertambahnya jumlah korban yang melapor. Mengenai sosialisasi
terkait UPTD PPA Kota Yogyakarta, menurut peneliti perlu
ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih mengetahui fungsi dan
manfaat dari UPTD PPA Yogyakarta. Selain itu, pealtihan rutin
bagi konselor juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas

mereka dalam menangani kasus secara professional.
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